
Pendahuluan 

Penanggulangan masalah gizi pada anak usia di bawah lima tahun (balita) menjadi salah satu prioritas pembangunan 
kesehatan Indonesia, dilakukan melalui berbagai program intervensi gizi sensitive dan intervensi spesifik serta 
melibatkan multisektor. 

Salah satu jenis intervensi spesifik yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 1980-an adalah deteksi dini gangguan 
pertumbuhan melalui kegiatan pemantauan atau monitoring pertumbuhan di posyandu. Melalui upaya ini memungkinkan 
adanya respon dan intervensi cepat yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan pertumbuhan lebih jauh dan 
meningkatkan status gizi.1  

Perkembangan posyandu di Indonesia sangat luar biasa, sejak tahun 1986 hingga tahun  2018  jumlah posyandu aktif 
mencapai 173.750 buah. Eksistensi posyandu di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah, melalui 
pengaturan dan pembinaan tatakelola yang melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu kementerian dalam negeri,  
kementerian kesehatan, dan Kepala BKKBN.  Kegiatan monitoring pertumbuhan dan promosi (Growth Monitoring and 
Promotion) di posyandu telah terbukti, melalui berbagai penelitian, turut berperan dalam kegiatan menjaga kelangsungan 
hidup anak Indonesia, terutama mampu meningkatkan gizi anak.2 

 

Permasalahan yang Dihadapi Posyandu 

Meskipun kebijakan tata kelola posyandu di Indonesia relatif lengkap, namun pada tingkat operasional masih dijumpai 
banyak permasalahan ditinjau dari aspek kualitas penyelenggaraan, antara lain:  

1. Ketersediaan sarana pendukung (terutama alat timbang dan pengukur tinggi badan terstandar) dan 
keterampilan kader dalam pengelolaan posyandu yang belum memadai.3  

2. Kader posyandu adalah tenaga sukarela, sering berganti tanpa diikuti dengan pelatihan keterampilan sehingga 
kemampuan teknis penentuan status  gizi tidak memadai.4 sehingga hasil pengukuran status gizi menjadi 
kurang akurat.  

3. Kemampuan kader dalam menimbang dan plotting pada KMS yang rendah.5 

4. Kader banyak yang belum mampu melakukan konseling/penyuluhan gizi sehingga meja penyuluhan di 
posyandu tidak terselenggara, akibatnya kegiatan pemantauan pertumbuhan tidak optimal.4  
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Keakuratan atau akurasi adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil 
yang sedekat mungkin dengan hasil yang diperoleh penyelia atau 
kelompok referensi. Berdasarkan kajian yang lakukan di lapang, 
ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab hasil pemantauan 
status gizi di posyandu tidak akurat, yaitu: 

1. Kesalahan pengukuran antropometri oleh kader  

Kesalahan menimbang dan mengukur tinggi badan balita dapat terjadi karena 
peralatan yang digunakan tidak standar dan beragam jenisnya, serta kapasitas kader 
yang belum baik. Tingkat kemampuan, ketelitian dan akurasi data yang dikumpulkan   
kader   masih sangat  rendah, dengan 90% kader membuat kesalahan pada teknik 
penimbangan yang kurang tepat.  Hasil  pengamatan di 94 posyandu di Kabupaten 
Demak menemukan alat ukur yang tidak seragam dan tidak standar sehingga dapat 
menyebabkan kesalahan sistematik.  

2. Kesalahan dalam penentuan umur balita 

Hasil kajian penulis terhadap 94 posyandu di Kabupaten Demak menemukan hampir 
semua kader dalam menentukan umur balita hanya dengan menambahkan 1 bulan 
pada umur anak di bulan pengukuran sebelumnya, dan bergeser/berubahnya tanggal 
pelaksanaan posyandu juga tidak diperhitungkan. Padahal sesuai ketentuan untuk 
perhitungan status gizi yang benar umur yang digunakan adalah umur dalam bulan 
penuh.6  

3. Kesalahan dalam penentuan arah pertumbuhan anak 

Kader dalam menentukan arah pertumbuhan anak apakah  “naik” (N) atau “tidak naik” 
(T) kebanyakan didasarkan pada perubahan berat badan dari hasil penimbangan 
selama dua bulan berturutan, dan tidak didasarkan dari hasil plotting di KMS. 

1. Penentuan umur balita yang dilakukan oleh kader dengan cara menambah sebulan 
dari umur balita pada bulan penimbangan sebelumnya berpotensi menyebabkan  
overcalculate umur (umur anak menjadi lebih tua sebulan dibanding keadaan 
sebenarnya), bahkan temuan di lapang kejadian overcalculate mencapai 51,9 %. 
Akibat dari overcalculate umur tersebut maka jumlah balita yang dikatagorikan  
memiliki masalah gizi kurang (undernutrition) menjadi lebih banyak.  

2. Penentuan arah pertumbuhan anak yang dilakukan kader berdasarkan  naik atau 
tidaknya berat badan anak dibanding berat badan pada bulan sebelumnya menyebab 
jumlah balita yang diklasifikasikan memiliki pertumbuhannya  naik (N) menjadi lebih 
banyak dibanding dari hasil plotting di KMS. Dengan cara tersebut, hanya sebesar 
33,1 % yang hasil klasifikasinya tepat.  

3. Kesalahan klasifikasi status gizi menyebabkan keterlambatan respon terhadap 
masalah gizi yang dialami balita. Hasil pengukuran status gizi dan pertumbuhan yang 
tidak akurat menyebabkan ibu balita dan kader tidak menyadari bahwa sesungguhnya 
kurva pertumbuhan anak telah menjauhi jalur normal, sehingga malnutrisi gizi tidak 
mendapat respon yang memadai,7 karena persepsi ibu dan kader tentang keadaan 
kesehatan anaknya akan menentukan tindakan yang akan dilakukan.8 

Dampak dari ketidak akuratan dalam penentuan status gizi di Posyandu



Untuk meningkatkan tingkat akurasi hasil pemantauan status gizi  di posyandu maka 
dapat dilakukan kebijakan sebagai berikut: 

1. Mengefektifkan pembinaan posyandu secara berjenjang mengacu Peraturan 
Mendagri No. 54 Tahun 2007, yaitu  melalui kelompok kerja posyandu (pokja 
posyandu) di desa/kelurahan, dibina secara berjenjang oleh pokjanal posyandu 
tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan agenda khusus yaitu 
peningkatan akurasi pengukuran status gizi oleh kader posyandu.  

2. Pemerintah pusat atau propinsi perlu menetapkan spesifikasi alat timbangan dan 
pengukur panjang/tinggi badan di Posyandu yang terstandar/seragam, mengingat di 
era otonomi daerah peran pemerintah kabupaten/kota cukup dominan dalam 
memenuhi kebutuhan  peralatan di posyandu  dan alat yang digunakan antar 
posyandu atau antar daerah tidak bervariasi dan akurasinya baik.  

3. Jenis alat pengukur tinggi dan berat badan di posyandu harus dipilih alat yang 
memiliki tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang paling baik dan perlu dilakukan 
kalibrasi secara rutin. 

4. Posyandu perlu didampingi/dibina oleh SDM pembina posyandu dari dinas kesehatan 
yang  memiliki kompetensi yang baik, terutama dalam hal  pemahaman prosedur dan 
skill  penentuan status gizi balita yang benar. 

5. Pendampingan atau pembimbingan kepada kader dari tenaga professional terkait 
(salah satunya dari perguruan tinggi) maupun dari para tokoh masyarakat sangat 
diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kader.  
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